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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian "Upaya Netralitas Aparatur Sipil 

Negara di Kota Dumai Perspektif Siyasah Qadhaiyah”, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan data dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

upaya Pemerintah Kota Dumai dalam menjaga netralitas ASN pada 

Pilkada 2024 telah dilaksanakan oleh Bawaslu dan BKPSDM melalui 

langkah preventif, edukatif, dan koordinatif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut dilakukan melalui 

sosialisasi, surat imbauan dan surat edaran, pemasangan media 

informasi, pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, serta 

pembinaan disiplin ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis, 

termasuk di media sosial. Meskipun demikian, pengawasan masih 

menghadapi kendala, terutama dalam memantau akun pribadi, akun 

anonim, dan grup tertutup di media sosial. Namun, pengawasan tetap 

berjalan melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat 

dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Secara umum, upaya yang 

dilakukan dapat dinilai cukup efektif dari aspek pencegahan dan 

pembinaan, meskipun masih diperlukan penguatan pengawasan 

terhadap aktivitas digital ASN selama Pilkada. 

2. Berdasarkan data dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Dumai 

pada Pilkada 2024 telah dilaksanakan melalui pengawasan, sosialisasi, 

pembinaan, dan penegakan disiplin oleh Bawaslu dan BKPSDM sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Netralitas ASN diterapkan 

melalui larangan keterlibatan dalam kampanye, pemberian dukungan 

kepada pasangan calon, penggunaan fasilitas negara, serta aktivitas 
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keberpihakan di media sosial. Penanganan pelanggaran netralitas ASN 

dilakukan secara berjenjang melalui rekomendasi Bawaslu, 

pemeriksaan oleh tim yang dibentuk BKPSDM, hingga pemberian 

sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan 

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Proses tersebut juga 

melibatkan BKN, KASN, dan Inspektorat guna menjaga objektivitas dan 

keadilan pemeriksaan. Selain itu, penerbitan Surat Edaran Wali Kota 

Dumai turut memperkuat penegakan netralitas ASN di lingkungan 

Pemerintah Kota Dumai. Meskipun masih ditemukan beberapa 

pelanggaran netralitas ASN, secara umum implementasi netralitas ASN 

di Kota Dumai dapat dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya kesadaran ASN terhadap pentingnya bersikap netral 

serta menurunnya angka pelanggaran setelah dilakukan sosialisasi dan 

penguatan pengawasan secara berkelanjutan. 

3. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah, implementasi netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai 

mencerminkan upaya mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, 

dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pengawasan dan 

penegakan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu dan BKPSDM 

melalui pendekatan preventif, pengawasan, serta penegakan disiplin 

sejalan dengan prinsip al-‘adl (keadilan), amanah, dan profesionalitas 

dalam hukum tata negara Islam. Upaya menjaga kerahasiaan pelapor, 

memastikan proses pemeriksaan yang objektif, serta melibatkan pihak 

eksternal dalam penanganan pelanggaran menunjukkan adanya 

penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. 

Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya menjadi kewajiban 

administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

merupakan implementasi nilai-nilai Siyasah Qadhaiyah dalam 

menciptakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan bebas dari 

penyalahgunaan kekuasaan. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, 

maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, agar Bawaslu Kota Dumai dan BKPSDM 

ke depan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan netralitas 

ASN pada pelaksanaan Pilkada dengan meningkatkan sosialisasi dan 

pembinaan secara berkelanjutan, khususnya terkait penggunaan media 

sosial oleh ASN. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan 

digital dan koordinasi antar lembaga agar mempermudah deteksi dini 

terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, terutama yang dilakukan 

melalui akun pribadi maupun grup tertutup di media sosial. Penegakan 

sanksi juga perlu dilakukan secara konsisten dan objektif sesuai 

peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera 

serta meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan masyarakat 

terhadap netralitas birokrasi dalam pelaksanaan demokrasi. 

2. agar implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota 

Dumai pada pelaksanaan Pilkada ke depan dapat berjalan lebih 

optimal, Bawaslu dan BKPSDM diharapkan memperkuat pengawasan, 

sosialisasi, dan pembinaan secara berkelanjutan, khususnya terkait 

aktivitas ASN di media sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan 

koordinasi dengan BKN, KASN, dan Inspektorat dalam penanganan 

pelanggaran netralitas ASN agar proses pemeriksaan dan pemberian 

sanksi dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan transparan. 

Pemerintah Kota Dumai juga diharapkan terus memperkuat 

penegakan disiplin ASN melalui kebijakan yang tegas dan konsisten 

guna meningkatkan profesionalitas ASN serta menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap netralitas birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada. 

3. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah, penguatan netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) tidak hanya bergantung pada penegakan aturan dan 

pengawasan oleh lembaga terkait, tetapi juga pada integritas aparatur 
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serta kesadaran etis ASN dalam menjaga amanah jabatan. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan nilai keadilan, profesionalitas, dan tanggung 

jawab moral dalam setiap proses pemeriksaan dan penegakan disiplin, 

sehingga netralitas ASN benar-benar terwujud sebagai bagian dari 

upaya menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 
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